BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah Kecamatan
Tamban. Tamban adalah sebuah kecamatan di kabupaten Barito Kuala,
Kalimantan Selatan, Indonesia. Luas Kecamatan Tamban ini mencapai
164,30 km?® atau 6,44% dari luas kabupaten Barito Kuala, dengan jumlah
penduduk sebanyak 35,286 jiwa. Kecamatan Tamban terletak di antara
2°29'50" Lintang Selatan sampai dengan 3°30°18" Lintang Selatan dan
114°20°18" sampai dengan 114°20°50° Bujur Timur terletak di Garis

Khatulistiwa.

Kawasan Kecamatan Tamban terdiri dari rawa-rawa dengan
ketinggian antara 0-1,1 meter dari permukaan air laut yang mempunyai
elevasi 0-8% serta dipengaruhi oleh pasang surut dan merupakan daerah yang
mempunyai potensi banjir yang cukup besar (air laut/pasang naik). Selain itu
daerah Kecamatan Tamban memiliki daerah/wilayah perairan yang meliputi
danau, rawa, dan beberapa sungai besar, yaitu: Sungai Barito dengan panjang

+ 909 km.
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Di kecamatan Tamban juga terdapat 2 kanal, yaitu: Pertama Anjir
Tamban sepanjang + 25 km (menghubungkan Kuala kapuas menuju Tamban
dan Banjarmasin, wilayah Kalimantan Tengah sepanjang 13 km dan wilayah

Kalimantan Selatan 12 km). Kedua Anjir Jelapat + 9,4 km.

Kecamatan Tamban pada umumnya termasuk daerah beriklim tropis
dan lembab dengan temperatur berkisar antara 21-23 derajat celcius dan
maksimal mencapai 36 derajat celcius. Intensitas penyinaran matahari selalu
tinggi dan sumber daya air yang cukup banyak sehingga menyebabkan
tingginya penguapan yang menimbulkan awan aktif/tebal. Curah hujan
terbanyak jatuh pada bulan Maret, berkisar di antara 223-604 mm tiap tahun,
sedangkan bulan kering/kemarau jatuh pada bulan Juli sampai dengan

Desember.

2. Batas Wilayah

Batas-batas wilayah kecamatan Tamban adalah sebagai berikut:

o Sebelah Utara : Kecamatan Mekarsari dan Anjir Muara.

o Sebelah Selatan : Kecamatan Tabunganen.

o Sebelah Barat : Kecamatan Mekarsari dan Kabupaten Kapuas.
o Sebelah Timur : Sungai Barito, Alalak, dan Kota Banjarmasin.

3. Desa-Desa di Kecamatan Tamban dan Pusat Pemerintahan

Kecamatan Tamban terdiri atas 16 desa, antara lain: Damsari, Jelapat

Baru, Jelapat I, Koanda, Purwosari Baru, Purwosari I, Purwosari Il, Sekata
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Baru, Sidorejo, Tamban Bangun, Tamban Bangun Baru, Tamban Kecil,

Tamban Muara, Tamban Muara Baru, Tamban Sari Baru, Tinggiran Il Luar.

Pusat pemerintahannya di Desa Purwosari I, lebih dari 68 km dari

Ibukota Kabupaten Barito Kuala, Marabahan.

4. Sejarah Kecamatan Tamban

Pada awalnya Kecamatan Tamban merupakan wilayah berstatus
Kawedanan (wilayah adminstrasi kepemerintahan yang berada di bawah
kabupaten dan di atas kecamatan yang berlaku pada masa Hindia Belanda dan
beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia yang dipakai di beberapa
provinsi misalnya jawa, dan kalimantan. Pemimpinnya disebut Wedana. Di

wilayah Kalimantan Wedana dipanggil Kiai.

Di Kecamatan Tamban merupakan areal hutan gambut yang kurang
dimanfaatkan, sehingga pada zaman penjajahan Belanda tepatnya tahun 1937
dilakukan perpindahan penduduk (Transmigrasi) dari pulau Jawa ke pulau
Kalimantan. Pada era tersebut sebanyak 115 kepala keluarga yang berasal
dari Jawa Timur dipindahkan ke Purwosari 1 km.6 yang sekarang dikenal
dengan kecamatan Tamban. Pembukaan lahan gambut ini dilakukan dengan
membuat saluran kanal yang menghubungkan saluran kanal yang

menghubungkan sungai Kapuas Murung dengan sungai Barito.

Pengembangan lahan gambut ini secara besar-besaran dimulai pada
tahun 1969-1970 yang dikenal dengan Proyek Pembukaan Persawahan

Pasang Surut (P4S). Kecamatan Tamban pada tahun 1980 an terkenal dengan
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industri kayu lapis sampai dengan pertengahan tahun 2005. Terdapat 6
perusahaan kayu lapis di sepanjang sungai Barito terbanyak di Barito Kuala,
seperti Daya Sakti Unggul Corporation (DSUC), Barito Timber Group (BTG)
dil. Namun, karena bahan baku kayu semakin langka, akhirnya perusahaan

banyak yang gulung tikar.

5. Potensi Daerah

Wilayah Kecamatan Tamban sebagian besar merupakan daerah rawa

dan tanah gambut yang meliputi:

1) Daerah persawahan seluas 65.24 km.

2) Daerah padang rumput seluas 18.32 km.
3) Daerah rawa seluas 14,05 km.

4) Daerah empang seluas 11,58 km.

5) Daerah perkebunan seluas 20,32 km.

6) Lahan bangunan seluas 28,24 km.

7) Lain-lain seluas 17,51 km.

Sedangkan luas lahan pertanian dan perkebunan yang banyak di
kecamatan Tamban adalah: Kelapa 3980 Ha, Padi 8912 Ha, Mangga 15 Ha,

Karet 15 Ha, Nanas 1,5 Ha, Jeruk 92 Ha, Pisang 9 Ha, Rambutan 1,5 Ha.

Sektor pertanian dengan komoditi utama padi dengan luas lahan 9826
Ha. Selain padi, komoditi pertanian lainnya yang cukup potensial adalah

usaha perikanan, laut, plywood, karet.
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6. Akses

Akses jalan ke Tamban bisa melalui jalan darat dari jalan Trans
Kalimantan Anjir Muara melalui jalan Trans Tamansari Bunga (Tamban,
Mekarsari, Tabunganen) jaraknya 33 km, dan via ferry baik roda 2 maupun

roda 4. Akses ferry tersebut adalah sebagai berikut:

1) Ferry Jelapat Baru-Berangas, Alalak, Barito Kuala

2) Ferry Jelapat 1-Pelabuhan Kuin, Banjarmasin Utara

3) Ferry Tinggiran Luar Il-Dermaga lkan Banjar raya, Banjarmasin
Barat

4) Ferry Tamban Muara-Mantuil, Banjarmasin Selatan

Dari sungai bisa ditempuh dari Pelabuhan, Pasar Sentra Antasari
dengan biaya satu kali angkut perorangnya Rp 20000, dan Pelabuhan

Yapahut.
7. Nama-Nama Camat Kecamatan Tamban
Camat yang menjabat di Kecamatan Tamban adalah:

1) M. Antony S.Sos periode tahun 2006-2008.
2) Fuad Syech S.Sos periode tahun 2008-2010.
3) M. Haris Isroyani S.Sos periode tahun 2010-2012.
4) Muhammad Rusli S.Sos periode tahun 2012-2013.

5) Supian Suri S.Sos periode tahun 2013-sekarang. *

!Data Profil Kecamatan Tamban, Pemerintah kabupaten Barito Kuala, 2013.
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Data yang diambil oleh peneliti adalah 3 Desa dari 16 Desa yang ada di

Kecamatan Tamban, yaitu:

No. Desa Kepala Jumlah Pembuat Pembuat
Desa Penduduk | Pengantar Kartu
Nikah Keluarga
(2013 s/d | baru (2014 s/d
2014) 2015)
1. | Purwosari Sujinal 2135 jiwa | 35 47
Baru
2. | Tamban Lamsi 2105 jiwa | 25 40
Bangun
3. | Tamban Marhendra 843 jiwa |18 26
Sari Baru

B.

Laporan Hasil Wawancara Responden

Dalam wawancara responden, ada 3 orang responden di 3 desa. Dan setiap

1 desa hanya ada 1 responden karena minimnya informasi yang diberikan oleh

kepala desa terhadap peneliti terhadap masyarakat yang tidak melampirkan buku

nikah dalam membuat kartu keluarga. Karena pernikahan sirri yang terjadi di

desa-desa tersebut merupakan hal yang sensitif di mata masyarakat Tamban.

1. Responden I

a) Identitas responden
Inisial : SM

Umur 129 Tahun

SM, Responden Desa Purwosari Baru, Wawancara Pribadi, Tamban, 17 Mei 2016.
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Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan . Petani

Alamat : Desa Purwosari Baru

b) Deskripsi hasil wawancara

Ketika diwawancarai beliau menjelaskan bahwa: “Telah
menikah pada tahun 2014, dengan seorang gadis yang saat ini berumur
kurang lebih 23 tahun, karena sang istri setelah lulus SLTA tidak
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kini SM
sudah memiliki seorang anak. SM Menikah dengan NH karena
dijodohkan oleh kedua orangtuanya, karena orangtua SM dan orangtua
NH sudah sejak lama berteman dan berjanji untuk menikahkan putra-
putri mereka jika telah dewasa nanti. SM sudah mempunyai kartu
keluarga, kartu keluarga tersebut baru selesai beberapa bulan lalu. SM
membuat Kartu keluarga tersebut untuk mengurus beberapa
kepentingan. Ketika itu saat membuat kartu keluarga tersebut syarat-
syarat yang dilampirkan SM adalah hanya surat pengantar dari Desa
Purwosari bahwa ingin membuat Kkartu keluarga dan setelah itu
mengisi blanko yang sudah disediakan oleh pihak kantor kecamatan.
Dalam membuat kartu keluarga tidak memakai buku nikah karena SM
menikah sirri dengan istri, SM memandang bahwa nikah sirri itu
sama saja dengan nikah resmi hanya saja yang menjadi pembeda

adalah tidak mempunyai buku nikah, beliau tidak menganggap itu hal
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yang penting karena tidak mempunyai buku nikah. SM saling
mencintai sehingga tidak akan mencerai istrinya, SM menjelaskan
walaupun tidak memakai buku nikah tapi tetap saja bisa membuat
kartu keluarga, saat menjelaskan ke kepala desa SM hanya mengatakan
telah menikah sirri dan ketika membuat kartu keluarga juga tidak
ditanyakan oleh pihak kantor kecamatan tentang ada dan tidaknya
buku nikah karena di surat pengantar tersebut tertulis bahwa telah
menikah, dan setelah beberapa minggu sudah bisa mengambil Kartu

Keluarga.”

2. Responden 113

a) ldentitas responden
Inisial :J.N
Umur : 32 tahun
Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah
Pekerjaan . Petani
Alamat : Desa Tamban Bangun

b) Deskripsi hasil wawancara

Dalam wawancara terhadap responden yang ke-2 beliau
menyatakan bahwa: “Telah menikah dengan LT pada tahun 2014, dan
saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan.

JN sudah memiliki kartu keluarga, dan ketika membuat kartu keluarga

*JN, Responden Desa Tamban Bangun, wawancara Pribadi, Tamban, 18 Mei 2016.
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tersebut tidak memakai buku nikah melainkan hanya memakai surat
pengantar dan saat sampai disana (kantor Kecamatan) disuruh mengisi
blanko untuk biodata dll. JN menyatakan bahwa telah menikah sirri,
pernikahan tersebut tidak ada hambatan walaupun menikah sirri. Pihak
keluarga pun tidak ada yang melarang. Namun kesulitan itu terlihat
ketika ingin membuat kartu keluarga, JN pun sempat bingung karena
harus ada buku nikah dalam pembuatan kartu keluarga, lalu JN
menjelaskan bahwa sangat ingin membuat kartu keluarga lantaran
ingin membuat akta kelahiran buat anak-anaknya, menurut JN raut
muka kepala desa saat itu sempat ragu untuk membuatkan surat
pengantar namun beliau terus terang dan mengutarakan keinginannya.
Setelah semuanya diurus langsung berkasnya diantar ke Kantor
Kecamatan, dan pihak kecamatan pun tidak mempermasalahkan

karena tidak adanya buku nikah.”

3. Responden I11*
a) lIdentitas responden
Inisial : M.N
Umur : 32 tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan :Tukang Las Bengkel

Alamat :Desa Tamban Sari Baru

*MN, Responden Desa Tamban Sari Baru, Wawancara Pribadi, Tamban 19 Mei 2016.
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b) Deskripsi hasil wawancara

Kemudian responden ke-3, beliau menjelaskan:*“Telah menikah
dengan MR pada tahun 2013, pada saat itu umur MN adalah 29 tahun.
MN sudah punya kartu keluarga, syarat-syaratnya pun mudah tidak
terlalu sulit cuma pakai surat pengantar desa, dan mengisi blanko yang
sudah disiapkan. Saat ingin membuat kartu keluarga MN tidak ada
memakai buku nikah, MN hanya menjelaskan menikah sirri kepada
kepala desa, memang MN dinikahkan oleh penghulu kampung yang
ada di kampung tersebut. Sehingga tidak mempunyai buku nikah yang
seharusnya jika MN menikah di KUA tentu hal ini tidak mungkin
terjadi, dan pada saat menyerahkan berkas ke kantor kecamatan tidak

ada panggilan buat MN karena kekurangan salah satu persyaratan.”
C. Laporan Hasil Wawancara dengan Informan

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan yang peneliti lakukan dengan
informan tentang pembuatan kartu keluarga di Kecamatan Tamban kabupaten
Barito Kuala, peneliti mengambil salah satu dari staf kantor kecamatan yang

membuatkan kartu keluarga tanpa memakai buku nikah.

1. Informan

a) ldentitas Informan®

®Rinaldi Maulana, S.AP Staf Kantor Kecamatan Tamban, Wawancara Pribadi, Tamban,
16 Mei 2016.
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Nama : Rinaldi Maulana, S.AP

Umur : 27 Tahun

Pendidikan Terakhir :S1

Pekerjaan : PNS

Alamat : Purwosari 1 km.4. Kecamatan Tamban.

b) Deskripsi hasil wawancara

Menurut beliau menjelaskan bahwa:“Tatacara dalam membuat
kartu keluarga ialah pertama kepala keluarga atau salah satu dari
anggota tersebut meminta surat pengantar untuk pembuatan kartu
keluarga ke RT setempat dan dilanjutkan distempel ke RW. Jika dalam
daerah tersebut tidak ada RW nya maka RT yang menstempel. Dalam
surat pengantar tersebut harus melampirkan beberapa persyaratan
buku nikah, pas foto, dll. Kedua Setelah semuanya lengkap lalu
dibawa ke Kecamatan untuk diproses. Ketiga selesai diproses maka
kartu keluarga tersebut dibawa ke Disdukcapil di kabupaten untuk
penandatanganan kemudian diserahkan kembali ke Kecamatan.
Keempat kartu keluarga bisa diambil oleh orang yang membuat

tersebut.

Pembuatan kartu keluarga adalah sesuatu yang sangat penting,
seluruh persyaratan dalam pembuatan kartu keluarga sudah tertera

dalam Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara
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Pendaftaran Penduduk pasal 12 ayat (1). Memang dalam membuat
kartu keluarga harus menyertakan buku nikah, hal ini menunjukan
bahwa orang tersebut telah menikah secara resmi akan tetapi berbeda
hal nya yang terjadi di Kecamatan Tamban, dikarenakan pola pikir
masyarakat yang ingin pembuatan kartu keluarga dengan secara
mudah, murah, dan tidak berbelit-belit. Maka seakan-akan kewajiban
melampirkan buku nikah ini bukan dipandang lagi menjadi kewajiban.
Seakan akan hal itu cuma sebagai sampingan saja. Seandainya pihak
kecamatan mewajibkan buku nikah tersebut maka akan mempersulit
masyarakat yang kebanyakan mereka yang tidak terlalu paham dalam
hal administratif karena kurangnya pengetahuan terhadap hal tersebut.
Masyarakat pun masih banyak yang hanya selesai di bangku sekolah
Aliyah, Smp, Bahkan ada juga yang hanya sebatas di tingkat Sekolah
Dasar. Menurut beliau bukan hanya Kecamatan Tamban saja yang
menerapkan kemudahan dalam pembuatan kartu keluarga ini, akan
tetapi kebanyakan di seluruh kecamatan-kecamatan yang jauh dari
kotamadya seperti: Tabunganen, Mekarsari, dan lain-lain. Sehingga
yang menikah sirri pun bisa juga untuk membuat kartu keluarga. Di
surat pengantar biasanya orang yang menikah sirri saat ingin membuat
kartu keluarga juga ditulis telah menikah. Namun hanya dalam
pembuatan kartu keluarga saja yang bisa dilakukan oleh orang yang
nikah sirri, bahkan tak jarang dalam pembuatan kartu keluarga tidak

ada surat pengantar namun pihak kantor tetap melayani, lain hal pula
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dalam pembuatan akta kelahiran. Karena tidak mungkin orang yang
membuat akta kelahiran namun status mereka tidak menikah, sehingga

menjadi pertanyaan tentang status anak tersebut.” Terang beliau.



D. Matrik Tentang Alasan Tidak Melampirkan Buku Nikah
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No. | Nama/Inisial Alamat Peran Alasan
1. |SM Desa Responden Menikah Sirri
Purwosari
Baru. Kec.
Tamban Km.6
2. |JN Desa Tamban | Responden Menikah Sirri
Bangun. Kec.
Tamban Km.3
3. | MN Desa Tamban | Responden Menikah Sirri
Sari Baru.
Kec. Tamban
Km.4
4. Rinaldi Maulana S. AP Purwosari 1 | Informan buku nikah
bukan hal
Km. 4 Kec. yang  wajib
dalam
Tamban. membuat
kartu
keluarga,
Tekanan
masyarakat

Tamban yang
tidak ingin
dipersulit
dalam
mengurus
kartu keluarga
dengan
melampirkan
buku nikah.
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E. Analisis Data

Perkawinan merupakan hak semua manusia yang hidup di dunia tak
terkecuali masyarakat yang berada di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito
Kuala, dengan adanya perkawinan menjadikan manusia lebih memahami tentang
adanya suatu ikatan suci, jika dipahami lebih mendalam, perkawinan ialah akad
yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan
karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-

laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.®

Perkawinan bukan hanya sekedar memuaskan hawa nafsu semata akan
tetapi juga menjalankan berbagai hak dan kewajiban sebagai suami istri mulai dari
membangun rumah tangga yang baik, mengayomi dan mendidik istri,
meminimalisir suatu permasalahan yang ada di rumah tangga tersebut sehingga
terhindar dari yang namanya perceraian. Jika dilihat dari sudut pandang Undang-
undang No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa asas dan prinsip dari
perkawinan mengandung banyak tujuan maupun hal yang membuat suatu
perkawinan bukanlah hal yang sepele. Salah satunyanya adalah: membentuk
keluarga yang kekal dan bahagia agar terhindar dari segala macam bentuk
perselisihan yang mengancam perkawinan tersebut, dalam Undang-undang juga
menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-

®Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: Pustaka Setia, 2011), him. 9.
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tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku.’

Pencatatan ini bermaksud menjaga suatu hubungan agar tidak
disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, karena terkadang
orang yang menikah dengan tidak dicatatkan biasanya ketika telah terjadi
perceraian, ataupun meninggalnya salah satu dari pasangan tersebut tidak bisa

mendapatkan haknya.

Perkawinan yang tercatat mendapatkan buku nikah sebagai data otentik.
Pencatatan perkawinan dinilai sangat tepat sehingga bisa menjaga hak-hak
pasangan suami istri jika terjadi perceraian ataupun juga meninggal dunia, bahkan

anak juga mendapatkan dampak positif karena adanya pencatatan tersebut.

Sehingga dalam pembuatan kartu Keluarga juga sangat diperlukan adanya
buku nikah untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut sah dan tercatat.
Dewasa ini kartu keluarga menjadi bagian yang sangat penting di kehidupan
manusia misalnya sebagai syarat pendaftaran anak untuk masuk sekolah,
membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk), ataupun dalam membuat akta-akta
penting serta pelayanan masyarakat lainnya. Kartu Keluarga dapat menjelaskan
hubungan dan sekelompok penduduk yang tinggal bersama dan membentuk satu
kesatuan keluarga. Setiap keluarga wajib memiliki kartu keluarga, meskipun
kepala keluarga masih menumpang tinggal di rumah orang tuanya karena pada

prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat beberapa kartu keluarga.

"Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2011), him.7.
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Di dalam Pepres Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran

Penduduk Dan Pencatatan Sipil pasal 12 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Penerbitan Kartu Keluarga baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud
dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat
berupa:

a. lzin tinggal tetap bagi orang asing.

b. Fotokopi atau menunjukan Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan.

c. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi
penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia; atau

d. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan Instansi
Pelaksana bagi warga Negara Indonesia yang datang dari luar

negeri karena pindah.®

Pasal 12 ayat (1) huruf B sangat jelas menyebutkan bahwa harus ada buku
nikah sebagai salah satu syarat dalam membuatkan kartu keluarga, nhamun apa
yang tertuang di pasal ini bertentangan dengan kenyataan yang ada di beberapa
desa pada Kecamatan Tamban, ketika membuat kartu keluarga ada yang tidak

memakai buku nikah.

Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan
Tatacara Pendaftaran sipil pasal 12 ayat (1) Hurus B, him. 6.
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1. Alasan pihak yang tidak melampirkan buku nikah dalam membuat kartu
keluarga

Menurut wawancara peneliti dengan para responden bahwa ada
alasan/faktor yang menjadi penyebab tidak melampirkan buku nikah dalam

membuat kartu keluarga, yaitu:
a. Menikabh sirri

Nikah sirri merupakan pernikahan yang dilangsungkan diluar
pengetahuan petugas resmi (PPN/Kepala KUA), karena perkawinan itu
tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga suami-istri tersebut tidak

mempunyai surat nikah/buku nikah yang sah.’

Perkawinan sirri secara yuridis berdampak pada hal-hal sebagai
berikut: pertama, terhadap istri: (1) istri tidak dianggap sebagai istri yang
sah, (2) istri tidak memiliki atas nafkah dan warisan dari suami jika ia
meninggal dunia, (3) istri tidak memiliki hak atas harta gono-gini jika
terjadi perpisahan, karena secara hukum positif perkawinan tersebut tidak

pernah terjadi.

Kedua, terhadap anak; (1) status anak yang dilahirkan dianggap
anak yang tidak sah. Konsukuensinya, anak hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibu. Artinya anak tidak mempunyai
hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 UU Perkawinan, pasal 100
KHI). Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak

luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.

9Zuhdi Muhdlor, Memahami hukum Perkawinan (Bandung: Al-Bayan, 1994), him. 22.
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(2) ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan
antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga suatu waktu bisa saja ayahnya
menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. (3) anak tidak
berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari

ayahnya.

Ketiga, terhadap laki-laki atau suami: dalam hal ini hampir tidak
ada dampak yang merugikan bagi suami, yang terjadi justru sebaliknya,
laki-laki atau suami mendapat keuntungan, karena: (1) suami bebas
menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya dianggap tidak sah di mata
hukum, (2) suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya
memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya, (3)

tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lainnya.

Apabila demikian, maka nikah sirri tentu lebih banyak
mendatangkan mudharat dibandingkan manfaatnya. Jelas sekali nikah sirri

tidak dapat mewujudkan maksud-maksud disyariatkannya pernikahan.

2. Alasan pihak yang membuatkan kartu keluarga tanpa melampirkan
buku nikah di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala

a. Buku nikah bukan hal yang wajib dalam membuat kartu keluarga

Menurut Peneliti buku nikah menjadi alat bukti otentik telah
sahnya pernikahan dari sisi administrasi. Buku nikah menjadi identitas
bagi pernikahan, yang dengannya orang dapat mengetahui kejelasan

hubungan pernikahan antara dua insan. Buku nikah mengisyaratkan betapa
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pentingnya pernikahan dilaksanakan secara resmi yang dicatat di KUA,
juga terang-terangan kepada khalayak dengan mengadakan walimah atau

syukuran pernikahan.

Buku nikah menjadi dasar persyaratan dalam berbagai pelayanan
masyarakat, salah satunya adalah kartu keluarga sehingga buku nikah
menjadi bagian penting dalam setiap kehidupan masyarakat. Namun disisi
lain buku nikah hanya menjadi bahan sampingan bahkan bukan hal yang
dianggap perlu di daerah-daerah terpencil, seperti di Kecamatan Tamban
khususnya di 3 (tiga) Desa yang telah diteliti. Dari beberapa keterangan
Kepala Desa yang telah diteliti pun menyebutkan bahwa pernikahan sirri
masih banyak dilakukan lantaran masih kurangnya pengetahuan

pentingnya buku nikah dan menikah resmi.

Sehingga ketika ingin membuat berbagai macam hal yang memuat
buku nikah sebagai bagian dari persyaratannya sering diabaikan karena
masyarakat masih banyak melakukan pernikahan sirri, atas dasar inilah

Kantor Kecamatan Tamban tidak mewajibkan buku nikah.

b. Tekanan masyarakat Tamban yang tidak ingin dipersulit dalam
mengurus kartu keluarga

Kecamatan Tamban merupakan daerah yang masih kurang dalam
hal pendidikan, banyak masyarakat yang lebih memilih tidak melanjutkan
bahkan putus sekolah karena ketiadaan biaya sehingga banyak masyarakat

yang menjadi petani, nelayan, bahkan pekerjaan lainnya.
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Masih kurangnya pendidikan membuat sejumlah masyarakat
kebingungan ketika berurusan dalam hal administrasi serta kurangnya
sosialisasi terhadap mekanisme pembuatan kartu keluarga sehingga apa
yang sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi terabaikan karena
ketidaktahuan masyarakat, hal ini lah yang menjadikan masyarakat
memandang segala persyaratan dalam pelayanan masyarakat seakan-akan
mempersulit. Terlebih lagi masih banyaknya masyarakat yang menikah
sirri sehingga tidak untuk mengharuskan pembuatan kartu keluarga

dengan adanya buku nikah menjadi sulit diterapkan.

Jika dipahami bahwa faktor utama yang menyebabkan tidak terlampirnya
buku nikah dalam pembuatan kartu keluarga adalah karena telah terjadi
pernikahan sirri. Jika di daerah Tamban tidak ada yang kawin sirri maka alasan
yang dibuat oleh pihak kecamatan tidak akan ada, karena tidak mewajibkan buku
nikah dalam pembuatan kartu keluarga serta tekanan dari masyarakat Tamban

tidak akan timbul karena mempunyai buku nikah.

Sebenarnya menikah dengan sistem nikah sirri menurut Islam merupakan
salah satu hal yang sah di mata agama dan Allah Swt bagi penganut agama Islam.
Namun hal ini memang menjadi pelanggaran pasal bagi hukum di Indonesia,

karena hal ini tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pemerintah melarang mengenai keberadaan nikah dengan sistem sirri
memang bukan tanpa alasan. Beberapa alasan yang membuat pemerintah

melarang mengenai sistem ini adalah karena telah terjadi beberapa kasus yang


http://www.tipsnikah.com/hukum-nikah-siri-menurut-islam-dan-menurut-negara/
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membuat wanita menjadi korban dari nikah dengan sistem ini. Kerugian yang
dialami oleh wanita berupa tidak adanya pembelaan diri yang cukup otentik ketika
seorang wanita dengan status istri meminta hak nya kepada suaminya jika suami
yang telah dinikahinya itu tidak bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dari

keluarganya.

Selain beberapa hal tersebut, yang menjadi kerugian bagi wanita ketika
melakukan pernikahan sirri, hal lain yang menjadi alasan bagi pemerintah
melarang mengenai pernikahan dengan sistem ini adalah karena biasanya praktek
menikah secara sirri terjadi karena laki-laki yang biasanya melakukan praktek
pernikahan ini memang memiliki maksud untuk berpoligami, dan menimbulkan
masalah serius jika istri pertama tidak menyetujuinya. Sebagai wanita, maka
pikirkan matang-matang ketika ada seorang lelaki yang lebih menginginkan untuk
nikah sirri dengannya. Karena menikah sistem ini akan berdampak terhadap anak
Anda kelak yaitu juga tidak bisa menuntut hak dari ayahnya atau tidak terdaftar

dari gaji pensiun atau sebagainya jika ayahnya adalah seorang PNS.

Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan jelas tidak mensahkan
perkawinan sirri, jika menggunakan argumentasi a contrario maka kebalikan dari
yang ada dipasal 2 Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan bahwa
setiap perkawinan harus tercatat, maka setiap perkawinan yang tidak tercatat
bukanlah sebuah perkawinan. Karena itu, orang yang melakukan nikah sirri dalam

pandangan perundang-undangan tetap disamakan dengan orang yang melakukan
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hubungan diluar nikah. Bahkan, jika dari mereka lahir anak, anak tersebut juga

dihukumi sebagai anak diluar nikah.

Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga menegaskan:
“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan
harus dicatat. Selanjutnya dikatakan,”Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5,
setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan
Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 6 ayat 1). Perkawinan yang dilakukan diluar
pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuataan hukum (ayat

2)-10

Di dalam pasal 2 UU 1/1974 terdiri dari 2 ayat: ayat 1 tentang sahnya, ayat
2 tentang pendaftarannya. Seolah-olah karena terpisah, syarat pendaftaran tidak
diperlukan untuk sahnya nikah. Tetapi dari ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan pasal 10 dapat disimpulkan bahwa keduanya (syarat
materiil dan syarat formil) dilakukan bersamaan, syaratnya kumulatif dan

simultan, pasal 2 UU 1/1974 Tentang Perkawinan berbunyi:

1. “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agama dan kepercayaannya”.
2. “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan yang berlaku”.

Pasal 10 (3) PP 9/1975 berbunyi:

97uhdi Muhdlor, Loc.Cit.
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3. “Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing
hukum agamanya dan kepercayaannya itu perkawinan dilaksanakan di

hadapan Pegawai Pencatan dan dihadiri oleh dua orang saksi.”**

Namun sebagian masyarakat Islam masih ada yang memahami secara
alternatif, maka perkawinan dianggap sah walaupun tidak dicatat. Hal inilah yang
menjadikan berbagai pandangan tentang sah atau tidak sah perkawinan yang tidak

tercatat.

Walaupun tidak ada ayat atau hadist yang secara khusus mengatur tentang
pencatatan perkawinan akan tetapi jika dipahami dalam Q.S al-Bagarah/2: 282

yang berbunyi:
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‘amalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya....... ”

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa bilamana bermuamalah (perjanjian
dagang, jual beli, utang piutang, dalam waktu yang lama, maka hendaklah

menghadirkan 2 (dua) orang saksi laki-laki dan tuliskanlah dengan penulis yang

1 Andi Thahir Hamid, Loc.Cit.,him.17.

2Departemen Agama RI, Loc.Cit., him. 70-71.
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adil. Jadi perkawinan itu adalah suatu akad (perjanjian), seperti halnya

perdagangan dan utang piutang adalah akad.

Sedangkan perjanjian jual-beli atau perdagangan, utang-piutang saja harus
dituliskan dan dengan 2 (dua) orang saksi, betapa lagi melakukan perkawinan
yang merupakan perjanjian yang suci dan memerlukan kepastian hukum bagi
generasi penerusnya kelak, baik terhadap anak cucu maupun harta benda, maka

dari itu perkawinan harus tercatat.

Hal yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi pernikahan sirri adalah
dengan menikah secara resmi sehingga perkawinan tersebut tercatat dan tidak lupa
juga mengumumkan perkawinan tersebut, karena perkawinan sirri merupakan
perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui banyak

orang.

Pencatatan dan pengumuman perkawinan itu pun penting dan perlu untuk
menghindari dari dampak pernikahan sirri. Begitu juga untuk menjaga

kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat.*®

Nabi Muhammad juga menjelaskan Hadis yang berbunyi:
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BMuhammad Idris Ramulyo, Op.Cit.,hlm. 22.

¥“Abdullah Muhammad bin Yazid, Sunan lbnu Majah, Juz I (Beirut: Darul Fikr, 1995),
him. 595.
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“Telah mengkhabarkan kepada kami Nasr bin Ali al-Jahdhomi dan Kholil bin
Amr. Berkata keduanya: telah mengkhabarkan kepada kami Isya bin Yunus, dari
Khalid bin Ilyas, dari Rabi’ah bin Abu Abdurrahman, dari Qasim, dari Aisyah,
dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Umumkanlah Pernikahan ini,
dan tabulah gharbal (gendang)”*®

Dan menurut sayyid Sabiq, dalam kitab Fikih Sunnah juz 1l mengatakan:
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“Berdasarkan syariat, dianjurkan untuk mengumumkan pernikahan agar dengan

demikian tidak terjebak dalam pernikahan secara sembunyi-sembunyi yang

dilarang, dan untuk menunjukan kegembiraan terhadap kebaikan yang dihalalkan
oleh Allah SWT.”"’

Nabi menyerukan agar perkawinan diumumkan dan tidak ditutup-tutupi,
yang dimaksud perkawinan yang ditutup-tutupi adalah perkawinan sirri karena
banyak masyarakat yang tidak tahu jika telah melangsungkan perkawinan dan

kebanyakan nikah sirri tidak diumumkan.

Dari dalil-dalil tersebut peneliti berpendapat bahwa yang namanya
pernikahan sirri bukanlah pernikahan yang sah, karena nabi saja menyerukan
untuk mengumumkan perkawinan agar dapat diketahui orang banyak bahkan
sampai mengadakan acara walimah atau acara pesta perkawinan sebagai bentuk
rasa syukur dan upaya untuk memberitahukan kepada masyarakat disekitar bahwa

telah terjadi perkawinan sedangkan pernikahan sirri dilakukan secara tertutup.

% Abdullah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), him. 188.

'6sayyid Sabiq, Fighussunnah (Mesir: Darur Tsagofah, 1946), him. 148.

Ysayyid Sabig, Fikih Sunnah 3, terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala
Publishing, 2011), him. 507.
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jika masyarakat tersebut lebih banyak menikah resmi maka tentunya buku
nikah adalah sesuatu hal yang wajib untuk dilampirkan, tetapi hasil penelitian
yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa perkawinan yang ada di beberapa

desa Kecamatan Tamban:

a. Desa Purwosari Baru mempunyai 2135 jiwa penduduk, artinya
penduduk di desa tersebut sangat padat. Dan penduduk yang menikah
resmi pada tahun 2013 sampai 2014 mencapai 35 pasangan, sedangkan
yang membuat kartu keluarga baru tahun 2014 sampai 2015 mencapai
47 pasangan.

b. Desa Tamban Bangun mempunyai 2105 jiwa penduduk, desa tersebut
lumayan padat. Dan penduduk yang menikah resmi pada tahun 2013
sampai 2014 mencapai 25 pasang, sedangkan yang membuat kartu
keluarga baru tahun 2014 sampai 2015 mencapai 40 pasang.

c. Desa Tamban Sari Baru mempunyai 843 jiwa penduduk, desa ini
terpadat ke-3 (tiga) diantara 2 desa yang telah disebutkan. Dan
penduduk yang menikah resmi pada tahun 2013 sampai 2014
mencapai 18 pasangan, sedangkan yang membuat kartu keluarga baru

tahun 2014 sampai 2015 mencapai 26 pasang.

Kebanyakan masyarakat yang menikah di tahun 2013 s/d 2014 membuat
kartu keluarga baru di tahun 2014 dan 2015, akan tetapi di tahun 2014 s/d 2015
yang membuat kartu keluarga lebih banyak daripada yang menikah resmi. Hal ini
menjelaskan bahwa ada masyarakat yang menikah sirri juga ikut serta dalam

membuat kartu keluarga.
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Kepala Desa di 3 (tiga) Desa tersebut juga menjelaskan bahwa masih
banyak masyarakat yang melakukan pernikahan sirri daripada pernikahan resmi
karena masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan
dalam perkawinan. Peneliti pun berpandangan bahwa pernikahan sirri masih
banyak karena ketika ingin membuat kartu keluarga, dengan melihat data-data
yang telah dipaparkan oleh peneliti berarti bukan hanya masyarakat yang
mempunyai buku nikah saja yang bisa akan tetapi masyarakat yang menikah sirri
juga bisa karena banyaknya yang membuat kartu keluarga daripada yang menikah

resmi.

Perkawinan dicatatkan guna mendapatkan akta perkawinan/buku nikah.
Buku nikah tersebut adalah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan.
Tidak ada bukti inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan sirri
tidak memiliki status hukum (legalitas) di hadapan Negara. Dengan adanya
pencatatan perkawinan ini maka akan mendapatkan akta nikah atau yang lebih
populer di masyarakat dengan istilah “buku nikah”. Buku nikah adalah bukti telah
terjadi perkawinan sekaligus bukti yang memberikan kedudukan hukum yang
jelas terhadap suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan

tersebut.



